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:
Proses   Perijinan,   Pelabuhan Khusus   dan   DUKS,                                    

Kantor Pelabuhan Laut Otorita Batam

Transportasi nasional dan internasional memegang peranan penting dalam pertumbuhan sektor ekonomi disuatu negara yang menjadi tolak ukur keberhasilan negara, dalam upaya mewujudkan  pembangunan dan cita-cita Negara Republik Indonesia sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yaitu “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah telah melaksanakan penegakkan hukum (law inforcement) salah satunya pada sub sektor Perhubungan Laut dengan dibangunnya sarana dan prasarana Pelabuhan Umum sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian bangsa. Namun disatu sisi pemerintah belum mampu mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan umum, sehingga pemerintah memberi kesempatan kepada para investor untuk turut serta menginvestasikan modalnya pada sektor pelabuhan, khususnya bidang industri perkapalan serta industri-industri penunjang lainnya yang memerlukan pelabuhan khusus/Duks untuk melayani kebutuhan bahan baku dan hasil industrinya. Kondisi Pulau Batam yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia dan wilayahnya yang dikelilingi laut, sangat memungkinkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Khusus/Duks. Mekanisme perijinan untuk pengoperasian Pelabuhan Khusus/Duks yang dikelola oleh para investor hingga saat ini masih dirasakan adanya hambatan bagi investor untuk mendapatkan perijinan-perijinan yang diperlukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu diharapkan peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menertibkan masalah perijinan-perijinan Pelabuhan Khusus/Duks yang dibutuhkan oleh investor,  untuk dapat pemerintah berlaku adil dan transparan sehingga dapat menghilangkan presenden hukum yang kurang baik bagi masyarakat industri maritim terutama penyelesaian masalah yang sangat penting sebagai dasar dalam penetapan Pelabuhan Khusus/Duks dengan ditetapkannya Master Plan dan DLKP/DLKR Pelabuhan Batam, sehingga dengan adanya kepastian hukum dalam proses perijinan Pelabuhan Khusus/Duks diharapkan terciptanya iklim yang kondusif bagi investor, maka dapat meningkatkan kegiatan dipelabuhan yang berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Pulau Batam dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Pulau Batam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
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